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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta 

sulitnya akses masyarakat terhadap tanah merupakan permasalahan besar yang sedang 

dihadapi bangsa Indonesia. Konsentrasi tanah disebagian kecil masyarakat disatu sisi dan 

banyaknya masyarakat yang tidak memiliki tanah, disisi lain membawa dampak pada 

eskalasi konflik dan sengketa pertanahan. 

  Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Kepala  BPN RI Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Penetapan Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional), telah merumuskan 5 

(lima) sasaran strategis melalui Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia yaitu (1) Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah; (2) 

Terkendalinya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan; (3) Terciptanya pengaturan dan penataan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan 

berkeadilan; (4) Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh 

Indonesia; (5) Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan 

sektoral di seluruh Indonesia. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan kelima sasaran 

strategis tersebut telah dicanangkan Sapta Tertib Pertanahan yaitu tertib administrasi, 

tertib anggaran, tertib perlengkapan tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin 

kerja dan tertib moral.   

     Untuk mencapai sasaran  ketiga yaitu terciptanya pengaturan dan penataan 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan 

berkeadilan maka Landreform merupakan kebutuhan dan keharusan  untuk   dilaksanakan 

melalui program Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang berdimensi sangat 

luas bagi kehidupan masyarakat bangsa dan Negara. 

Redistribusi tanah  adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan  

telah ditegaskan menjadi obyek Landreform yang diberikan kepada para petani penggarap 

Ketimpangan penguasaan,,, pepepemilikan, penennggggggunaan dan pemanfaatan tanah s

sulitnya akses masyarakakakattt terhadap tanah merupakan ppperere masalahan besar yang sed

dihadapi bangsa Innndododonesia. Konseeentnn rasi tanah disebagian keciiilll mamm syarakat disatu sisi 

banyaknya mamamasyarakat yang gg tidakk k memm mimimilililikikiki tttanananahaha ,, didd sisi lain meembmm awa dampak p

eskalasi kkkooonflik dan senngkgkgketeteta aa pertanahan.

  DDDalam rararangngngkakaka menennggagattasi permasasalahan tersebebbututut,,, pemeeeriririntntntah melllalaa ui Ba

Peeertanahhhananan NNNaaasionananalll Reepupublik Indonesiaa (Peraturan Keeppalaa  BPN NN RIRIRI NNNomomo or 66 Ta

222012 tttenenentatatang Penenenetapan Kininere ja Utama BBaadan Pertanaahah n Nasionalalal),)  telllahahah mmmerumuususka

(lima)a)a) sssasaraanan strategis melalaluiu  Indikatoor Kinerjaa UUtama Badan PPPertaaannnahahahan nn Nassisio

Reeepupupublblblik Inndn ononesesia yaitu (1) TTererwwujudnnyaa jamininanan kepastian hukukumum hhhak aaatatatasss tat nah;;;

Terkene dallilinya penguauasasaanan, pemililikaan,n ppennggguunaaan dan pepemamanfaatan tannnah daddalllam rararannn

mmmewujudkdkkan kesejahteraan yyanngg beerkr elelaanjuutann; ((3)3) TTererciptanya pengaturrran dan pppenananattt

pep ngngguau saaana , pemilikan, ppenggggununaan dan pepemamanfaatan tanah secarrra oopptptimalll 

bebb rkeadidiilalalan;n; (4) BBererrkukukurararangnya sesesengnn keta, kooonfnfnflililikkk ddan pepeperkrkrkara a pertanannahahahan di sseelllu

InInndodd nesia; (5) Terpenuhinya infrastrtrtruuku tuuur rr pertanahan secara nasional, regigiionononalalal 

ssesekkktorororalaa  di seluruh Indonesia. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan keeelililimamama sssasa

stststrararatetetegigigisss tet rsebebebututut tttelelelahahah dddicicananananangkgkgkananan Sapta TTererertititibbb PePPertrtanananahahahananan yyyaiaaitututu terrtititibbb adadadmimiministr

tertttibibib aaangngnggaran, tertib bb pepeperlrlrlengkgg appan tttererertititibbb pepeperkrkrkantoran, tttererertititibb b kepegawaian,n,n, tttererertititib disip

kerja dadadan n n tertrtrtibibib mmoralalal.  

     Untuk mencapai sasaran kkketiga yaituu u terciptanya pengaturan dan penat

penguasaan, pemilikan, penggunaaaan dan pppemanfaatan tanah secara optimal 

berkeadilan maka Landreform merupaaakan keebbub tuhan dan keharusan  untuk   dilaksana

melalui program Redistribusi Tanah OOObybb ekekek Landreform (TOL) yang berdimensi san

luas bagi kehidupan masyarakat bangsa dadad n Negara
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yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, 

dengan tujuan  untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara 

mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani 

berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian yang adil 

dan merata (Anonim,Dit.Pengaturan Penguasaan Tanah, Tata Cara Kerja Proyek 

Pengembangan Penguasaan Tanah, Jakarta, 1996,hal.56). 

 Pelaksanaan redistribusi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, 

tetapi ternyata banyak surat keputusan redistribusi yang terbit dimasa-masa awal 

pelaksanaan landreform di Indonesia, diterbitkan hanya untuk pencapaian target sehingga 

kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang diredistribusikan tidak jelas, 

penerima redistribusi tidak menguasai dan mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka 

waktu lima belas tahun penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan 

ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang 

mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam 

Surat Keputusan Redistribusinya, sehingga menimbulkan masalah dan sengketa yang 

berkepanjangan. 

Pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah 

yang demikian, tidak memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961 Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961 Pasal 14. Pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak 

miliknya. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa redistribusi tanah pada hakekatnya 

adalah untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi para petani dalam rangka 

meningkatkan taraf  hidupnya. 

Di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, redistribusi tanah obyek 

Landreform, dilaksanakan pada tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992 , namun dalam  

realitasnya redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah Absentee tersebut  masih 

menyisakan permasalahan yaitu masih adanya penerima Surat Keputusan  redistribusi 

yang belum memperoleh tanda bukti hak berupa sertipikat hak milik karena  belum 

didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan tidak diketahui 

jumlahnya secara pasti berapa masing-masing obyek Landreform yang sudah atau belum 

berupa tanah, sehingga dengan pembmbmbagagagiaaiannn tetetersebut dapat dicapai pembagian yang 

dan merata (Anonim,Dit.PPPeenengaturan Penguasaan TTTanah, Tata Cara Kerja Pro

Pengembangan Penguguguaasasaan Tanah, Jakarta, 1996,hal.56).

 Pelaksanaaananan redistribusi tanah h h teeelalalahhh dididilalalaksksksannnakakakananan di berbagaiii dddaerah di Indone

tetapi terrrnnnyata banyakkk sssuuurataa  keputusan redistribibibusususi yayayang terbit didiimmam sa-masa a

pelaksssaaanaan laaandndndrererefofoform di Innndododonenesiia, ditere bitkkan hhhanananyayaya untuk pppenenencacacapapp ian taaargrgr et sehin

kurararang mememmpepeperhrhrhatikananan ttere tib administrasisi, letak tanah yaangngg diredddisisistrtrribibibusuusikii an tttidii ak je

pppenerimamama rrredede istribibibuusi tidak k menguasai daann mengerjakan n tanah, ssetete elahhh mmmelelelampauiuiui jan

waktttuuu liliimam  belelelas tahun pennererima redisttriribbusi tidak mmemenuhi kewawwajibaaan n n sesesesuai dddenee

keteeenntntuauau n yyayangn  diwajibkan dadalalam suraat keputuusasann redistribusi, babahkhh an bbbanananyayy k yyy

meeengngngalaa ihkakakan haknknyaya tanpa ijin seebeb lumm memmennuhi kewajjibibanan yang didd tentntntukukukaaan dddaaa

SuSS rat Keeppup tusan Rediststriribubusis nya, sehehinnggga a mmenimbbululkakann masalah dannn sengketatata yyy

beeerkrr epannnjjaj ngan.

PPeP laksannnaaaaan n redistriribububusisisi tttan hah oobybybyeke  landreffforororm/m/m/ bobyekkk PePePengngngaturan PPenenenguasaan n n TaTT

yayayangnn  demikian, tidak memenuhi persyayayararr taaan nn kkketentuan Peraturan Pemerintah NNomomomooro  

TaTaTahuhuhun n n 1961 Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintaah h h NoNoNomomomor 

TaTaTahuhuhun n n 1919196111 PPPasasasalalal 111444. PPPeleelananggggggarararananan tersebut dadadapapapattt diddijajaj didiikakakannn alalalasasasananan untukukuk mmmenenencacacabut 

miilililiknknknyayaya. Dari uraian n n dididiatatatas dappat dddikikiketetetahahahuiuiui bahwa redededisisistrtrtribibibusi tanah papapadadada hhhakekat

adalahhh uuuntntntukukuk mmmembebeberiririkkan akses kekk pemilikakaan tanah bagigigi pppara pepepettataninii dddalam ran

meningkatkan taraf  hidupnya.

Di Kabupaten Bantul Provinsi DDDaerah Istiimmmewa Yogyakarta, redistribusi tanah ob

Landreform, dilaksanakan pada tahunn n 1982, , tahun 1990 dan tahun 1992 , namun da

realitasnya redistribusi tanah pertanian yyyannng berasal dari tanah Absentee tersebut  ma

menyisakan permasalahan yaitu masih aadanya penerima Surat Keputusan redistrib
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terbit sertipikatnya, serta permasalahan yang berkaitan dengan peralihan obyek 

Landreform, kendala-kendala yang dihadapi oleh penerima redistribusi dalam 

melaksanakan ketentuan yang diwajibkan dalam surat keputusan Redistribusi sehingga 

memerlukan penelaahan secara mendalam.  

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakandiatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimanakah pelakasanaan pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi yang 

berasal dari  tanah absentee  di Kabupaten Bantul?  

Faktor- faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah pada kegiatan 

Redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah Absentee dan bagaimana upaya 

penyelesaiannya ? 

2. Batasan Konsep 

Pendaftaran Tanah 

Tanah Pertanian 

Redistribusi Tanah 

Tanah Absentee 

3. Keaslian Penelitian 

Beberapahasilpenelitiansebelumnya yang dapatdiketahuimengenaipelaksanaan 

redistribusitanah obyek Landereform, antara lain sebagai berikut : 

a. Penelitiandari Nurhayati, SH (2006), dengan judul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah 

Obyek Landreform di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang”. Program 

PascasarjanaUniversitasDiponegoro Semarang. 

b. Penelitian dari Muchamad Al Hilal (2005), dengan judul “Pendaftaran Tanah Bekas 

Redistribusi Tanah Obyek Landreform (study kasus pada PT. Karangayu di 

Kecamatan Semarang Barat" ProgramPascasarjanaUniversitasDiponegoro 

Semarang. 

memerlukan penelaahan secara mendadadalalalamm.m. 

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan lalalatar belakang mmmassalalalahaa yyyang gg tetetelah dikemukakakakakk ndiatas, maka da

dirumuskkkaaan permasaaalall hahahan n n sebagagagai i bebeberrir kukukut tt :

BBBagaimaaanananakakakah hh pelakasasasanananaanan pendadaftaran tttanananahahah pertaniiananan hhasaa il redddisisistribusi y

berasasasal l l dadadaririri  tananaahh h aabsentee  di Kabbuupaten Bantul? 

Fakakaktototor-rr  fakkktototor yangg menghambat t pelaksanaan pep ndaftaarararan taaanananah h h pada kkkegia

ReReRedididistribububusi tanah pertatanin an yang beberasal dari ttananah Absentee e dadd n bababagagagaimana upuu

pepepenyellelesesaiannya ? 

2.22 Batasaaan n Konsep 

Pennndaftaran Tanah 

TTTannanahah PPerertataninianan 

Redistribbusii i TaTaT nanahhh 

Tanah Absentee 

3. KeKeKeasaa lililiananan PPPenenenelelelitititiaiaiannn 

BeBeBebebeberararapapapahahahasisisilplplpeneneneleleliitiaiaiannsnsebelummmnyn a yangngng dddapappatatatdiiikekeketatatahuhuhuimimimenenengegegenanaaipipipelaksan

redistribubu isisittatannah obyek Landerefororrm,m  antaarara lain sebagai ber kkik tutut :: 

a. Penelitiandari Nurhayati, SH (((2006), dennggan judul “Pelaksanaan Redistribusi Ta

Obyek Landreform di Kecammmatan Semmam rang Barat Kota Semarang”. Progr

PascasarjanaUniversitasDiponegggoro Seeemmmarang.

b. Penelitian dari Muchamad Al Hilaal l l (((2005), dengan judul “Pendaftaran Tanah Be
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c. Penelitian dari Nugrohowatii Lies Ratrianal (2005), dengan judul “Kebijakan 

Landreforrm : Redistribusi tanah absentee di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta" Program PascasarjanaUniversitasGajah Mada Yogyakarta 

B. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

2. Manfaat Praktis 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuandiadakanpenelitianadalah : 

1. Untuk mengkaji pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian hasil Redistribusi yang 

berasal dari tanah Absentee di Kabupaten Bantul. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah 

pertanian hasil Redistribusi yang berasal dari tanah Absentee dan solusi dalam 

mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah 

B. Tanah Absentee 

C. Redistribusi Tanah 

D. Hak Milik 

E. Landasan Teori 

1) Teori Kepastian Hukum 

2) Teori Keadilan 

3) Teori Kemanfaatan 

III. METEDOLOGI  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan untuk 

menjawab permasalahan dalam rumusan masalah adalah jenis penelitian hukum empiris, 

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (Soekanto dan 

B. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

2. Manfaat Prakkktititis

C. Tujuan PPPenelitian n n 

Tujuuuaaandiadakkkanananpepepenen litianananadadadalah : 

1... Untuuuk k k mememengnn kajijiji pelakaksanaan pendaftftaran tanah perertaniiananan hasssiiil RRRedededisii tribbbuusu i y

beraraasasasalll dadd ri tttaana ah Absenntetee di Kabupataten Bantul. 

2. UnUnUntututuk kk meeengn etahui faktor-r-fafaktor yanngg menghaambmbat pelaksanaanann penenen adaaftftftarara an ttta

pepepertrtrtaniaann n hahasisil Redistribusii yyang bberrasal dadarri tanah Absenentetee dadd n sososolululusi daaa

mengatttaasi faktor-ffakaktotor r yang mmennghg aambbat dadallam pelaksksananaaan kegiatananan tersesebut.  

TTTINJN AUAUAUANNN PUSTAKA 

A.AA. TiTTinjauan Umum TeTeTentntntanananggg PePendndndafafaftatatararar n nn TaT nahhh

B... TaTaTanananah Absentee 

C. ReReRedididistss ririribububusi Tanah 

D. HaHaHak kk MiMiMilililikk k

E. Landddasaa ananan TTTeoeoeoririri 

1) Teori KeKeKepapapastststiiian Hukum

2) Teori Keadilan 

3) Teori Kemanfaatan

METEDOLOGI  PENELITIAN 

A Jenis Penelitian
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Mamudji, 1994 : 14). Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau 

orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti, yang meliputi bahan 

hukum sekunder. 

       Ada dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian hukum empiris, yaitu : 

1. Subyek yang diteliti yaitu perilaku hukum (legal behavior). Legal behavior,  yaitu  

perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap 

pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku; 

2. Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data 

primer. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat 

atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap obyek penelitian.  

B. Lokasi Penelitian 

Daerahpenelitian ini adalahKabupatenBantulProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

terdiridari 17 Kecamatan 75 Desadan 933 Pedukuhan. Dari 17 Kecamatan yang ada, 

tanah Absentee terdapatdanmenyebar di 8 Kecamatanpada 18 Desa. 

C. Pendekatan 

Metodependekatanyuridis sosiologis digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai 

Law in book, tetapi melihat hukum sebagai Law in action (Satjipto Rahardjo, 1981.hal.6). 

Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum pertanahan selain sebagai 

bentuk aturan  (rule) juga dikonsepkan sebagai institusi soaial yang riil dan fungsional 

dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam proses pengarahan dan pembentukan 

pola-pola perilaku yang mengarah pada pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian yang 

berasal dari redistribusi tanah Absentee. 

D. Sumber Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang belum diolah, didapat secara langsung dari Responden. 

Sumbernya   : Para petani penerima redistribusi tanah Absentee sebanyak 135 bidang.   

     Ada dua hal yang menjadi fokusss kakakajijijian dalam peneneneleelitian hukum empiris, yaitu : 

1. Subyek yang diteelililitititi yaitu perilaku hukum (legal behhavavavioi r). Legal behavior,  y

perilaku nyatatata dari individu atataau mamamasyyyararakat yyyang sesuai dennngagag n apa yang diang

pantas olelelehhh kaidah-kkkaiaa dadadah h h hukum mm yayayanngng beree lalalakukuku;

2. Sumbmbber data yayayang ddigigigunakan uuntntntukukuk mmmenenengkgkgkaji peneelililitian hhhukuu um empmppiris yaitu d

prprpriiimer. Daaatatata pppriririmmmer mememerrurupakan data yyaang berasal dadaririri sssumbebb r utututamamama, yaituuu mmasyara

atau ooorararangngng-o-o-orangngg yyang g tet rkait secara lanangsung terhadapap obybyyekekek pennnelitititiaiaian.n.n.  

B.B.B. Lokaasisisi PPPenellliititian 

Daaaerererahahahpeneneelititianan ini adalahKabbupupata enBaanttulProvvinnsi Daerah Istimemewawa YYYogyayayakakakarta yaaa

terdirriiidarii i 17 Kecamatatanan 75 Desaadadann 9333 PPedudukukuhan. Dararii 1717 Kecamatananan yanngg ada,a,a, 

tatatanah Absssentee terdapatdannmem nynyebe aar ddii 8 KeK ccamamatatanpnpaada 18 Desa. 

CCC. PPeP ndekatatataanan 

MeMeMetodependekatanyuridis sosiologis dddigigigunnnakakakan untuk melihat hukum tidak hanyayaya ssseebeba

LaLaLaw ww ininin book, tetapi melihat hukum sebagai Law in action (Satjipto Rahardjo,o,o, 119898981.1.1.hhal((

PePePendndndekekekatatatana iiininini mmmenenengigigidededentnntififikikkasasasiii dadadan mengkoonsnsnsepepepkakakann huhuukukukummm pepepertrtrtananan hahanann ssselelelaiaiain n n seba

benntntukukuk aaaturan  (rule))) jujujugagaga dikonsepkpkpkananan sssebebebaaagai institusisisi sssoaoaoaial yang riil dadadannn fffungsio

dalam kekekehihiidududupapapan bebeermrmrmasyarakat, kkkhuhuhususnya dddaalam proses pepepengngngarahahahaanan ddananan pembentu

pola-pola perilaku yang mengarah pppada pelaaakskk anaan pendaftaran tanah pertanian y

berasal dari redistribusi tanah Absenntn ee.

D. Sumber Data

a. Data Primer
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 Datanya   : faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian 

hasil Redistribusi tanah Absentee di Kabupaten Bantul 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. 

Sumbernya : Dari hasil kepustakaan maupun dokumentatif berupa teori-teori, arsip-

arsip mengenai pelaksanaan Landreform khususnya pelaksanaan Redistribusi Tanah 

Obyek Landreform dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya yang berasal dari Tanah 

Absentee di Kabupaten Bantul serta data lain yang diperlukan sehubungan dengan 

obyek penelitian.   

Datanya  :  Letak wilayah penelitian, luas tanah, status penguasaannya, jumlah 

penduduk dan perkembangannnya, kepadatan penduduk, luas pemilikan tanah dan 

mata pencaharian penduduk. 

E. Cara Pengumpulan Data 

Penelitianinidilakukandenganpenelitianlapangandanpenelitiankepustakaanuntukmempero

leh data primer dan data sekunder di bidanghukum. Adapun cara penelitiannya secara 

lengkap dilakukan sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

2. StudiLapangan 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum  Daerah  Penelitian 

1. Letak Daerah Penelitian 

2. Penggunaan Lahan 

3. Demografi. 

4. Status dan Penguasaan Tanah  

5. Mata Pencaharian  

6. Tanah Absentee di Kabupaten Bantul 

Yaitu data yang diperlukan untuk mmmelelelennengkgkgkappi data primer. 

Sumbernya : Dari hasil kkkeeepustakaan maupun dodokukukumentatif berupa teori-teori, ar

arsip mengenai pppelelelaakaksanaan Landreform khususnya peelalalaksk anaan Redistribusi Ta

Obyek Landddrerereform dan pelaksasasanaaaananan pppenenendadaftarararan tanahnya yayayangn  berasal dari Ta

Absenteeee di Kabupaaateteen n n BBBantul sererertatata dddatatata a lalalaininin yyyananang g g didd perlukan sssehee ubungan den

obyeeekkk penelitiiananan.  

DaDaDatanya ::: LeLeLetak wiwiwillalayah penelitiiaan, luas tanahahah,, status pppenenenguguguasaannnnyayy , jum

penddudududukukuk dddan pppeeerkembmbangannnya, kkeepadatan pendududduk,k llluas pepepemimimililil kakak n tataanah 

matatata pppenee cahahaharir an pendududuk. 

EE.E Caaararara PPPenguuumpmpululanan Data 

Penelillitiannnini idilakukkanandedengnganpeneelititianllapanggananddanpenellititiaianknkepustakaaaanuntutt kkkmemmmppp

leleeh data pprimer dan data ssekekununded r di bbiddaanghghukukumum.. AAdapun cara peneeelitiannyyyaaa sesesecc

lengggkakk p ddid lakukan sebagag i beberirikukut:t: 

111. Studi ii PPuPusts aka 

222. StudiLapangan

HAAASISISILLL PEPEP NENENELILILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambmbmbarararanaa  Umum DDDaeaeaerararahhh  Penelitian n

1. Letak Daerah Penelitian

2. Penggunaan Lahan 

3. Demografi. 

4. Status dan Penguasaan Tanah  

5. Mata Pencaharian 
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Dari kegiatan inventarisasi diperoleh daftar tanah-tanah pertanian yang yang 

ditetapkan dengan SK. Bupati sebagai tanah  Obyek Landreform yang berasal dari 

tanah Absentee. Kemudian pada tahun 1981,tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992  

tanah obyek landreform yang berasal dari tanah absentee tersebut diredistribusikan 

kepada para petani penggarap yang memenuhi syarat. Selanjutnya yang termasuk 

dalam kriteria perlu ada penelitian kembali pada tahun 1987 dan 1989 diadakan 

penelitian kembali di Desa dengan meminta penjelasan dari aparat Desa dan para 

penggarap tanah, sehingga diperoleh data bahwa tanah-tanah pada kriteria tersebut 

dinyatakan sebagai berikut :

7. Pelaksanaan redistribusi Tanah obyek Landreform di Kabupaten Bantul. 

Pelaksanaan redistribusi tanah obyek Landreform yang pernah dilaksanakan pada 

tahun 1981, tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992, adalah redistribusi tanah yang 

berasal dari tanah Absentee. Hasil penelitian, proses pelaksanaan redistribusi tanah 

pertanian  yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, sebagai berikut : 

a. Redistribusi tanah Absentee tahun 1981 dan tahun 1982, pendataan awal dilakukan 

oleh Kantor Direktorat Agraria Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kantor 

Cabang Pendaftaran Tanah Indonesia, karena pada saat itu Undang-Undang Pokok 

Agraria belum diberlakukan secara penuh di Daerah Istimewa Yogayakarta.  

b. Redistribusi yang dilaksanakan tahun 1990 dan tahun 1992. 

Hasil penelitian di Kabupaten Bantul menunjukkan, proses pelaksanaan redistribusi 

tanah pertanian dilakukan oleh  Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, terdiri dari pemberian hak 

milik kepada 54 orang petani penggarap tanah Absentee seluas 2.1740 Hektar, 

pemberian hak milik kepada 69 orang petani penggarap tanah Absentee seluas 

1.8152 Hektar, pemberian hak milik kepada 74 orang petani penggarap tanah 

Absentee seluas 3.0362 Hektar,  pemberian hak milik kepada 105 orang petani 

tanah obyek landreform yang berararasasasall dadadarir  tanah absentee tersebut diredistribusi

kepada para petani pennggggggarap yang memenuhihii sssyayay rat. Selanjutnya yang terma

dalam kriteria perererlululu ada penelitian kembali pada tahhhununun 1987 dan 1989 diada

penelitian kememembali di Desa denenengagagan nn memememimim ntn a pepp njelasan darriii aparat Desa dan p

penggaraaappp tanah, sehehehinnngggggga aa dipeeerororolelelehhh dadadatatata bbbahaha wawawa tanananahaa -tanah padadada kriteria terse

dinyyyatatatakan sebbbagagagai berererikkut :

7. PePePelalaakkksanaaaan redistribusi Tananaha  obyekk LLandreforormm di Kabupaten Banaantul. 

Peellalaksanaan reredidiststribusi tananahah obbyeek LLanndreform m yayangng pernah didiilaksananakanann ppp

tahun 11981, tahun 19822, tatahuhun n 191 9090 daan ttahunun 199992, adalah redistririibub si tannnaaah yyy

bebeberasaall dari tanah Absenteee.e. HHasil penelitiaan,n, pproses pep laksanaan reeedistririribbusi ttaaa

pertannniaiaian n yyang g didilalalakukukukkkan lol heheh KKKana tor Pertanananahahahan KKK bababupupupatatatenen Bantuul,l, ssseebagai bbberererikikku

a.a.a Redistribusi tanah Absentee tahun 1911 81 dan tahun 1982, pendataan awaaalll ddidilalalakku

oloo eheheh KKKanaa tor Direktorat Agrg aria Provinsi Daerah Istimewa Yogygygyakakakartataa dddaanan Kan

CaCC babb ngngng PPPenenendadadafttftarararananan TTTananan hhah IIIndndndonononesese iaiaia,, kakakarererena pppadadada a a sasasaataat iiitututu UUUndndndananang-UnUnUndadadannng Po

AgAgAgrararariririaa a bebebelululummm ddidibebeberlrlrlakukan sssecee ara penuh h h dddi Daerahh h IsIsI tiiimememewawawa YYYogogogayayayakakakarta.  

b. Redistriibbusi yang dilaksanakannn tttahun 119999 0 dan tahun 1992.

Hasil penelitian di Kabupaten BBaB ntul mennnunjukkan, proses pelaksanaan redistrib

tanah pertanian dilakukan oleh  Kantororor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istime

Yogyakarta dan Kantor Pertanahaanan KKKabupaten Bantul, terdiri dari pemberian 

milik kepada 54 orang petani pennnggggarap tanah Absentee seluas 2.1740 Hek
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penggarap tanah Absentee seluas 2.1287 Hektar, dan pemberian hak milik kepada 

105 orang petani penggarap tanah Absentee seluas 2.5455 Hektar 

B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada Kegiatan Redistribusi Tanah Absentee  

di Kabupaten Bantul 

Program pensertipikatan tanah melalui redistribusi tanah di Kabupaten Bantul 

yang dilaksanakan pada tahun 2013 melalui pendanaan dari negara (APBN), yaitu 

DIPA Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 

09/Kep.34/III/2013, tanggal 13 Maret 2013 tentang Penetapan Lokasi Redistribusi 

Tanah Obyek Landreform di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Alokasi 

kegiatan redistribusi tanah tahun 2013 untuk seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebanyak 500 bidang, masing-masing Kantor Pertanahan mendapat alokasi anggaran 

untuk 125 bidang.  

Dari hasil identifikasi terhadap SK redistribusi tahun 1990 dqn tahun 1992, serta 

identifikasi terhadap tanah-tanah Absentee yang telah ditegaskan sebagai tanah 

obyek Landreform tetapi sampai dengan tahun 1992 belum diredistribusikan, maka 

terdapat 72 bidang (her redistribusi) dan 63 bidang (Redistribusi baru),  seperti pada 

tabel : 

Tabel : Daftar rekapitulasi kegiatan sertipikasi redisribusi tanah obyek 
Landreform/Absentee  di Kabupaten Bantul

No Desa Kecamatan Her Redis  (bid) Redis Baru (bid) Jumlah 

1. Sumberagung Jetis 2 48 50 

2. Patalan Jetis 3 - 3 

3. Triharjo Pandak 1 6 7 

4. Gilangharjo Pandak 1 - 3 

5. Srihardono Pundong 38 2 40 

6. Seloharjo Pundong 27 5 32 

 Jumlah 72 63 135 

Sumber data : Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tahun 2013 

di Kabupaten Bantul

Program pepepensertipikatan tat nah melalui redistribusi tttanaa ah di Kabupaten Ban

yang dilakakkssanakan pada tahunnn 22201010133 mememelalalalull iii pepeendanaan dari nnnegee ara (APBN), y

DIPAAA KKKantor Wilaaayyayahh h BPBB N PrPP ovinsi DIYIYIY. BeBeBerdrdrdasasasarararkkkan Keputusaaan nn Kepala Kan

WiWiWillayah Baadadadan n n Pertanahananan NNNasasiioi nall PProvvinininsisisi DDDaerah Istimememewaww  Yogyaakakk rta Nom

09/Keppp.3.3.34/4/4/IIIIIIIII/2013133,, tanggal 13 Marreet 2013 tentang PePePenetapapapan LoLL kasi RRRede istrib

Tanananah h h OObObyek k k LLandreefof rm di Daerraah Istimewa YoYogyakararrtatt  Tahahahununun 222013. AAlok

keeegigigiatatatan rrreededistribusi taananah tahun 200113 untuk seleluuruh Daerah h IsII timememewawawa Yogyayayak

sssebababanyakakak 500 bidang, massining-masingng Kantor r PePertanahan mendapapaat alokokokasasasi angggga

unununtuk 121 5 bibidadangng.  

DDDari hasil identifikkasasii teterhrhadadapp SK K reeddiststriribubusisi tahun 1990 dqn tatahun 19999992,, sss

idii enttitifikasi terhadapp tatananah-h tatanah Absenteeee yyanangg tet lah ditegag skannn sebebbagaii taaa

obyeekk k LaL ndrefoformrmrm tttetapi sampmpmpaiaa  dengan tatatahhuhun 19929292 bbbelelelumumu  direddisisstrtrtribusikananan,, mmm

terdapat 72 bidang (her redistribubuusisisi) )) dadadannn 63 bidang (Redistribusi baru),  seeepepeperrtr ii i p

tatatabebb l : 

TaTT bbebelll ::: DaDaDaftftftarar r kekapapapitititulululasasa i kegiatananan sssererertititipipipikka isisi rredededisisisririribbubu iisi tanannahahah ooobybybyekekek 
LaLaLandndndrerereffformm/A/A/Absbsbsenenenteteteeee dddiii KKKabububupapapateteten n n BaBBantntntululul

NoNoNo DDDesa Kecamaaatat n Her r RRRedis  (bid)d)) Redededisisis BBBarararuuu (b(b(bididid) Jumla

1. Sumberagung Jetis  2 48 50 

2. Patalan Jetisss 3 - 3 

3. Triharjo Pandakkk 1 6 7 

4. Gilangharjo Pandak 1 - 3 

5. Srihardono Pundong 38 2 40 
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 Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Landreform tahun 2013 Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

petunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan suratnya Nomor 1140/400.34/VII/2013 perihal 

redistribusi tanah, bahwa mekanisme kegiatan sertipikasi redistribusi tanah adalah 

sebagai berikut :   

1. Mekanisme pendaftaran tanah Obyek re-redistribusi (her redistribusi)  

a. Penyuluhan umum. 

b. Identifikasi Subyek dan Obyek 

c. Penyuluhan. 

d. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform. 

e. Pengukuran bidang tanah 

f. Penerbitan Surat Keputusan (SK) Redistribusi Tanah Obyek Landreform.  

Surat Keputusan pemberian hak milik diterbitkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Bantul sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nonor 1 Tahun 2011 

Jo. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012, Surat Keputusan 

disiapkan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dengan 

memperhatikan prosedur penyelesaian yang ditentukan oleh program 

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), dan dalam Surat Keputusan  

dicantumkan "Bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan 

hak atas tanahnya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, 

kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis 

oleh Kepala Kantor Pertanahan".   

g. Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. 

Proses peng-administrasian kegiatan pendaftaran tanah secara konkrit ditandai 

dengan adanya Daftar Isian (DI) yang diberikan kode-kode tertentu untuk 

mencatat setiap kegiatan dari pendaftaran tanah tersebut.     

Istimewa Yogyakarta dengan sssuururatatatnynynya Nomor 1140/400.34/VII/2013 per

redistribusi tanah, bahwwwaaa mekanisme kegiatan ssseree tipikasi redistribusi tanah ada

sebagai berikut :  

1. Mekaaannnisme pendndndaffftatatararr n tanananahh h ObObObyeyy k k k reee-r-r-redede isisistrtrtribii usi (her redisisistrtt ibusi) 

a... Penyuluhan umumumummm. 

b. Idenenentititifififikakakasi Subyeyeyekk k ddadan Obyekk 

c.c.c PePePenynynyuuuluhananan. 

d.d.d. SiSiSidangngg PPanitia PPerertimbangan LaLandreform. 

e. Penngngukuran bidangg tat nah

f.f PePePenenerbr itan Surat Keppututusan (SKSK) Rediststriribusi Tanah Obybyekek LLLandrdd efefeforororm. 

Surat KeKepupututusan peembmberriaan hahakk milik k diditeterbitkan olehhh Kepala KaKaKannn

Pertanahan Bantul sesesuaiai kkewenanngagann yayang diberikan berdasssarkan PPPeraatatuuu

KeKepapalala BBadadan PPerttanahhan Nasional Rep bublilikk IIndodonenesisiaa NoNononoor 111 TTTahuuun n 222

Jo. KeKepapapalalala BBBadadadanan PPPererertatatanan hahahan Nasiiiooonalalal NNNomoomororr 333 TTTahahahununun 22010122, Surat Kepepeputututu

disiapkan oleh Seksi Penenngagagattturan dan Penataan Pertanahann,n, ddden

memperhatikan prosedur penyelesaian yang ditentukan olololehhh pppror gr

KoKoKompmpmputututerererisisisasaasii i KaKaKantntntorror PPPererertatt naahahahan n n (K(K(KKPKPKP))), dddananan dddalalalamamam SSSurururatatat KKKeepe utu

dididicantumumumkakakannn "BBBidididang-g-g bibib danggg tttanananah hhhakakak mmmilililikikik tttererersesesebububut t tidadaakkk bobobolelelehhh dialih

hahahakkk atatatasasas tttanahnya baik sebbbaaga ian atttaaau seluruhnya dalalal mmm jajajangngngkakaka waktu 10 tah

kecuali kepada pihak yannng memenuuuhi persyaratan dengan persetujuan tert

oleh Kepala Kantor Pertannnahan".  

g. Pembukuan hak dan penerbitititan seere tipikat. 

P d i i t i k i t d ft t h k k it dit
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h. Penyerahan Sertipikat 

Sertipikat hak milik atas tanah yang telah selesai, diserahkan kepada para 

penerima redistribusi sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat hak 

milik tersebut. 

2. Mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah obyek Redistibusi tanah pertanian baru.  

a. Penyuluhan 

b. Identifikasi subyek dan obyek 

c. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Pertama 

d. Pengukuran bidang tanah 

e. Penegasan Tanah Negara. 

f. Seleksi calon penerima tanah obyek Landreform 

g. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka penetapan subyek. 

h. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi tanah obyek Landreform oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. 

i. Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. 

j. Bina Penerima Tanah. 

C. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah pada kegiatan 

redistribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah Absentee dan upaya 

penyelesaiannya. 

       Pelaksanaan perndaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah Absentee 

dalam rangka pelaksanaan Landreform di Kabupaten Bantul, pada prinsipnya telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Landreform 

tahun 2013 dan peraturan perundangan yang ada, dan telah diterbitkan 135 

dsertipikat Hak Milik, yang telah diserahkan kepada para penerimaredistribusi yang 

berhakdanmemenuhisyaratsesuaiPasal 8 danPasal 9 PeraturanPemerintahNomor 224 

Tahun 1961.  

Keberhasilan yang telah dicapai tersebut bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak 

ditemui hambatan-hambatan. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa penerima 

milik tersebut.

2. Mekanisme pepepellalaksanaan pendndndaftaran tanah obyek Rediststtibibibusi tanah pertanian ba

a. Penyyyulululuhan 

b. IdIddentifikasi subbbyeyeyekk k dadad n obbbyek 

cc.c. Sidangngg PPPanananitia Pertimbmbmbananangagan LaLandndrefofformrmm PPPere tama 

d. Peeengngngukukukurururan bbbidididaang tanah

e. PePePenenenegasaaann n Tanah h NeN gara. 

f.f.f. SeSS leksksksiii calon peneririmma tanah obybyek Landreffororm 

g.g.g. Sidadadang Panitia Pertimbmbaangan Laanndreformm ddaalam rangka penetatatapan n sususubybybyek.

h. Peeenerbititanan SSurat Keputtususana  Reedisi tribbuusi i tanah obyeyekk LaLandreefoff rmm oooleleleh hh KeKeppp

KKaK ntor Pertanaahahan n KaK bupapateen n BBanntulul.

i. PPeP mbukuan hak dan pepeneerbrbititan sertipipikakat. 

j.j.j. BBiBinana PPenenererimima TTanahh.

C.C.C. Faktor-faktor yang menghambababatt t pepepelalalakkksanaan pendaftaran tanah padaaa kkkegegegiiai

rereredid stribusi tanah pertanian yang berasal dari tanah Absentee dan uupupaayayaaa

pepepenynynyeleeles iiaianannnynynyaaa. 

     PPPelelelakakaksasasanananaaaan ppperererndaftaran nn tanahh pertrtrtaaanian hasisisilll redididistststririribububusisisi ttanannaaah Absen

dalam rangka pelaksanaan Landrdrdreform didd  Kabupaten Bantul, pada prinsipnya te

dilaksanakan dengan baik sesuuai petunjukkk teknis pelaksanaan kegiatan Landrefo

tahun 2013 dan peraturan peere undangaanan yang ada, dan telah diterbitkan

dsertipikat Hak Milik, yang telahhh diseraaahhkan kepada para penerimaredistribusi y

berhakdanmemenuhisyaratsesuaiPasassalll 8 danPasal 9 PeraturanPemerintahNomor 

T h 1961
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redistribusi yaitu sebanyak 72 orang penerima redistribusi tahun 1990 dan tahun 

1992 yang belum mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Bantul, dan terdapat 

63 orang petani penggarap tanah negara bekas tanah Absentee yang pada tahun 1992 

belum diredistribusi 

Permasalahan  pokok dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi pertanian yang berasal dari 

tanah Absentee di Kabupaten Bantul, antara lain : 

1) Jumlah bidang obyek re-redistribusi di Kabupaten Bantul yang semula terdaftar 

376 bidang yang diperkirakan belum disertipikatkan, kemudian disosialisasikan 

kepada para penggarap dan pengecekan Buku Tanah yang ada di Kantor 

Pertanahan, ternyata tinggal tersisa 72 bidang  karena 304 bidang lainnya telah 

terdaftar melalui mekanisme rutin; 

2)  Tanah Negara bekas  tanah Absentee, yang berasal dari tanah pemilikan Absentee 

karena : (a) pewarisan yang berlarut-larut, (b) Absentee baru, (c) Pewarisan 

dengan ahli waris Romusha.  

Setelah diteliti di dalam buku tanah maupun daftar nama, berdasarkan nama penerima 

redistribusi tanah tersebut, ternyata hanya ditemukan 72 nama penerima redsitribusi tanah 

sesuai SK yang belum didaftar sertipikatnya. Adapun faktor-faktor yang  menyebabkan 

masih  adanya petani penerima redistribusi yang belum  mendaftarkan haknya yaitu 

sebanyak 72 bidang yang terdaftar di SK redistribusi tahun 1990 dan tahun 1992 tersebut, 

antara lain : 

1. Faktor ketidaksesuaian  subyek penerima redistribusi yang tercantum di SK dengan 

yang menggarap tanahnya saat ini. 

2. Faktor bukti pelunasan uang pemasukan/harga tanah yang harus dibayar oleh penerima 

redistribusi tidak ada. 

3. Tanda batas bidang tanah yang telah diukur yang mestinya menjadi kewajiban para 

penerima redistribusi untuk memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah, 

ternyata sudah tidak ada /hilang 

belum diredistribusi 

Permasalahan  ppopokok dan faktor-faktor yanggg menghambat pelaksan

pendaftaran n n tttanah pertaniaiaan hasil redistribusi pertanininian yang berasal d

tanah AbAbAbsentee di i i KaKaKabububupatennn BaBaBanntntuluu ,,, ananntaaararara lllaiaiain :

1))) Jumlahh bbbidididang obyek k k rerere-r-r dededisi tribibusii dididi KKKabababupaten Bananantututul ll yayy ng sememmula terda

37776 6 6 bibibidadadannng yyyananangg diperkirakan bbeelum disertipikatktktkanaa , keeemmmudididiana  disosssiaii lisasi

kekekepapapadad pppara a pengnggarap dan pepengecekan Bukuku Tanananah yaaangngng aaadadd  di ii Kan

PePP rtannnaha an, ternyatata tinggal terrsiisa 72 bidaangng  karena 304044 bidddananang g g lall innyaa a te

terdddafa tar melalui mekakannisme ruttinn; 

2)22   Taaannah Negaraa bbekekas  tanah h AAbseenttee, , yayanng berassalal ddaari tanah peemmmilikakk n Abbbssennn

kkak rena : (a) pewararisisann yyanang bberlrlaruut-llararutut,, (b(b) Absentee baruuu, (c) Peeewarararii

dded nggan ahli wariiss RoRomumushsha. 

Setelah diteliti di dalam buku tttanananahahah mauuupupupunnn dddaftar nama, berdasarkan nama pepepenenener

rereredididistststribusi tanah tersebut, ternyata hanyaa ditemukan 72 nama penerima redsitrtrtribibibuusu iii ta

sesesesususuaiaiai SKKK yayayangngng belum didaftar sertipikatnya. Adapupp n faktor-faktoorrr yayayannng  mememenynynyeebebab

maaasisiih h h  adddanynynyaa a pepepetattaninini pppenenenerereriiima rereredididistststririr bububusisisi yyyang bebebelululum m m mmmenenendadadaftftftararkkkan hahahaknknknya y

sebanynyyakakak 777222 bibibidadadangngng yyanananggg terdaftar didd  SK redistttririribbusi tahhhununun 1199999000 dadadan n n tatatahuhuhun 19191992 terseb

antara lain : 

1. Faktor ketidaksesuaian  subyek ppenerima rrredistribusi yang tercantum di SK den

yang menggarap tanahnya saat ini.

2. Faktor bukti pelunasan uang pemasuuukakk n/n/n/harga tanah yang harus dibayar oleh pener

redistribusi tidak ada.
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4. Faktor kecilnya luas tanah yang diterima, karena luas tanah yang diterima oleh para 

penerima redistribusi relatif sangat kecil. 

Faktor-faktor yang menjadi alasan para penerima redistribusi belum mendaftarkan 

haknya, terlihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel : Faktor-faktor yang menghambat penerima redistribusi belum mendaftarkan 

haknya (her redis) 

No. Alasan yang menghambat Jumlah Prosentase % 

1. Ketidak sesuaian subyek penerima redistribusi 

dengan penggarap saat ini 

  

 a. Penerima meninggal dunia 65 90 % 

 b. Penerima masih hidup 7 10 % 

2. Bukti pelunasan uang pemasukan/ harga tanah 

tidak ada, karena :  

72  

 a. Hilang pada saat gempa bumi 43 60 % 

 b. Pernah terjadi jual beli secara 

kekeluargaan/Nyusuki/memberi pesangon 

sebelum pemilik tanah meninggalkan 

tanahnya. 

29 40 % 

3. Tanda batas yang sudah diukur hilang 72 100 % 

4. Kecilnya luas tanah yang diterima 

 a. Luas tanah dibawah 500 M2 63 87,5 % 

 b. Luas tanah diatas 500 M2 9 12,5 % 

Sumber : analisa data primer diolah tahun 2016. 

Selanjutnya Faktor-faktor yang menghambat pada pendaftaran tanah negara bekas tanah 

Absentee ( Redistribusi Baru), antara lain : 

1. Pewarisan yang berlarut-larut 

2. Absentee baru 

haknya, terlihat pada tabel sebababagagagaiii berikut :

Tabel : Faktorr-f-f-faktor yang menee ghambat penerima redistrribibibusi belum mendaftarka

hahahaknknknyayaya (((heheher rerr didid s) 

No. AlAlAlasan yang memem ngngnghahh mbat Jumlah PrPrProsentase % 

1. Ketidakakak sssesesesuaian subybybyekekek ppenerimima redididi tststririribububusi 

deeengngngananan ppenggggggaararap saat ini

 

aaa. PePePeneriiimmam  menininggg al dunia 656565 9990 % 

bbb. Pennenerima masih hhididup 7 101010 % 

2.2.2. Bukkktti pelunasan uang g pepemasukaan/n/ harga ttananah 

tiddad k adda,a kkara ena :  

72 

aaa. Hilang pada sasaatat ggempaa bumumi 43 60 % 

bbb. Pernah terjadi jual l bebelii ssececara 

kekekekeluluarargag an/Nyusuki/memberi pesangon 

sebbeluluummm pepepemimimililikk tatatanananahhh memeeninn nggaaalklklkananan 

tanahnya.

29 40 %%%

3.3.3 TTTanda batas yang sudah diukur hilang 72 11100000 %%% 

4.4.4. KKKecececilililnynynya a lululuassas tttanananahahah yyyanaangg g dididiteteteriririmama 

aaa. LuLuLuasasas tttanananahahah ddibibbawawawah 555000000 M2 636363 8887,7,7,555 % 

bb. LuLuLuasasas tttanah diatas 500 M2 999 12,5 % 

Sumber : analisa data primer diolaaahhh tahun 201161 .

Selanjutnya Faktor-faktor yang mennnghambaaattt pada pendaftaran tanah negara bekas ta

Absentee ( Redistribusi Baru), antara lall in ::: 
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3. Pewarisan dengan ahli waris tidak diketahui domisilinya ( Romusha, Transmigrasi, 

Tahanan politik G.30 S.PKI) 

D. Alternatif penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah yang berasal dari tanah 

Absentee di Kabupaten Bantul : 

1. Alternatif penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat kegiatan re-

redistribusi/her redistribusi :

a. Ketidak sesuaian subyek penerima redistribusi dengan penggarap saat ini. Karena 

sebagian besar  90 % penerima redistribusi yang tercatum di SK sudah meninggal 

dunia dan penggarapan dilanjutkan oleh ahli warisnya (anak), dengan syarat harus 

bertempat tinggal dialamat letak tanah dan dilengkapi surat pernyataan 

penguasaan fisik disertai riwayat lengkap penggarapannya disaksikan oleh 2 orang 

saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.  

b. Bukti pelunasan uang pemasukan/harga tanah dan biaya administrasi tidak ada, 

antara lain karena : 

1) Hilang/musnah pada saat terjadi gempa bumi pada 27 Mei 2006, sementara 

bukti pelunasan tersebut merupakan syarat untuk bisa mendaftarkan 

sertipikatnya, maka perlu dilengkapi dengan surat pernyataan hilang yang 

diketahui oleh kepala desa letak tanah; 

2) Faktor adanya hubungan keluarga antara penerima redistribusi dengan bekas 

pemilik (saudara kandung), dan pada umumnya para penggarap tersebut 

memperoleh garapan dengan cara memberi pesangon/jual beli kekeluargaan 

pada saat pemilik akan meninggalkan tanahnya (transmigrasi, pergi ke luar 

pulau Jawa), maka pesangon atau nyusuki dapat dianggap sebagai pembayaran 

ganti rugi secara langsung. Dalam SK Mendagri No. 13 tahun 1984 

dimungkinkan adanya pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas tanah Absntee 

dan tanah kelebihan maksimum dan teknis pembayaran diatur dalam SK 

Mendagri No. 257 tahun 1975. 

c. Tanda batas yang sudah diukur hilang. 

pendaftaran tanah pertannniaiaiannn hasil redistriiibububusiss  tanah yang berasal dari tan

Absentee di Kabupaateteten Bantul : 

1. Alternatifff penyelesaian terhhaaadapapap fffakakaktototor-r-r-faaaktkk ororo  yang menggghahh mbat kegiatan 

redistttririribbusi/her reddisisistrrribibibusuu i :

aaa. Ketidadaak kk sesesesus aiann sssuububyek penerimama redistribusi dededengngngan pennnggggggarararapa  saat tt ini. Kar

sesesebababagigigiaana  besesesaar  900 % penerima reeddistribusi yang g tet rcatattumumum di ii SKKK sssudududah mmmene ing

dududuninn a daaann n penggarapapan dilanjutkaann oleh ahli wawarisnya (anakakak),)  denenengagagann n syaratatat ha

bebb rtemmmpat tinggal didialalamat leetaak tanahh dan dilengkappii i suuuraraat t t pppernyayaat

pengngnguasasaanan fisik disertaii ririwaw yat leengkapp pepenggarapannyaya ddisisakkksiss kan n n olololeheh 2 orrr

sakksk i dan dikeetatahuhui i oleh KKepe ala a DDesa sseteempat. 

b. Buuukti pelunasan uangng ppememasasukkaan/hhargaga ttananahah ddan biaya adminiiistrasi tiiidddakkk aa

annntara lain karenaa :: 

1)1)) HiHilangg/mmusususnananahhh pada saaaaaattt terjadi gegegemmpmpa bumiii pppadadada a 27 Meiei 222006, semememenenn

bukti pelunasan tersebututt merereruuupakan syarat untuk bisa mennndadadaftftftar

sertipikatnya, maka perlu dilengkapi dengan surat pernyataann hhhilillanannggg y

didikkkettatahuhuhuiii ololol heheh kkkepepp lalalaa a dededesasasa letak tannahahah;;;

2)2)2) Faktor adaaanynynyaaa hhhububungggan kkkeleleluauauargrgrgaaa antaraa pppennerererimimima aa redistribusisisi dddennngan be

pepp imilililikk (s(s(saauaudara kandungngng), dan pppada umumnynyyaaa papp ra penennggggggarap terse

memperoleh garapan dennngan cara mmemberi pesangon/jual beli kekeluarg

pada saat pemilik akan mmeninggalkkkan tanahnya (transmigrasi, pergi ke l

pulau Jawa), maka pesanggoono  atau nnnyusuki dapat dianggap sebagai pembaya

ganti rugi secara langsungngng. DDaDalam SK Mendagri No. 13 tahun 1

dimungkinkan adanya pelaksanananaan pembayaran ganti rugi atas tanah Absn
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Karena berkas her redistribusi sudah ada ukuran luas dan gambar situasinya pada 

saat SK diterbitkan tahun 1990 dan tahun 1992, maka perlu di cek lapang dan 

pengukuran ulang untuk memestikan apabila terjadi perubahan terhadap obyek 

tanah tersebut kemudian dibuatkan berita acara pengukuran ulang dan penetapan 

batas untuk proses lebih lanjut.  

d. Kecilnya luas tanah yang diterima. 

Luas tanah yang diterima oleh para penerima redistribusi relatif sangat kecil, rata-

rata dibawah luasan kurang dari 500 m2, menyebabkan mereka tidak bersemangat 

untuk mendaftarkan haknya .Sertipikat hak atas tanah mempunyai nilai 

pembuktian yang kuat dibandingkan dengan bukti surat selain sertipikat sehingga 

dengan diterbitkannya sertipikat atas nama pemegang hak  yang merupakan akta 

otentik maka haruslah diterima sebagai benar keterangan didalamnya baik yang 

menyangkut data fisik maupun data yuridis. 

2. Obyek Redistribusi Baru 

a. Pewarisan yang berlarut-larut. 

 Mengingat proses pembagian harta warisan yang sudah berlarut-larut tidak 

diproses pendaftaran tanahnya, sehingga menyebabkan proses pembagian harta 

warisan yang bertingkat melalui beberapa generasi dan terdapat penguasaan tanah 

secara Absentee, maka tanah pertanian tersebut dapat dijadikan tanah obyek 

Landreform. Untuk itu tanah tersebut harus dilepaskan menjadi tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara untuk dijadikan tanah obyek Landreform, 

selanjutnya diredistribusikan kepada petani penggarap yang memenuhi ketentuan 

Pasal 8 dan Pasal 9. Peraturan Pemerintah Nomor  224 Tahun 1961 tentang 

Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemebrian Ganti Kerugian.  

b. Pewarisan dengan ahli waris yang tidak diketahui domisilinya. 

tanah tersebut kemudian dibuuatatatkkakannn bebeberita acara pengukuran ulang dan peneta

batas untuk proses lebebebihihih lanjut. 

d. Kecilnya llluuuas tanah yang dddiiti erima. 

Luuuaaas tanah yang gg dididiteteteriririma ollleh para penerrrimimimaa a rerer dididistststribusi relatifff sssangat kecil, r

rata dibawwawahahah luasan kuuurararangngng dddarii 505000 m2m22, mememenynynyebabkan mememerreka tidakakak berseman

untuuuk k k mememendaffftatatarkrkan haknya .SSertipikat hak atatatasaa  tanananahahah mempuuunynn ai n

pepepembmbmbuktiananan yang kukuat dibandingkak n dengan bukuktit  suratt ssselainnn sesesertrtrtipipipikat sssehe in

dededennngannn dditerbitkannyya a sertipikat attas nama ppememegang hak yyyang g mememerrur pakaaann n a

oto entititikk maka haruslah h diditerima sseebagai bbenenar keterangan didadadalamnmnnyayaya baik yyy

mennyn angkgkutut ddata fisik maaupupun daataa yuriiddiss. 

2.22 Obyeeek Redistribusi Barruu 

a.aa Peeewarisan yay ngg bbererlalarurut-t lalarrut. 

 Mengingat proses pe bbmbagagagiaiaian nn hartrtrta a a wwwarisan yang sudah berlarut-laarururutt t ti

diproses pendaftaran tanahnya, sehingga menyebabkan proses pemmmbababagigigiananan h

wawawariririsasasann n yayayangngng bbbererertititinngngkakakat tt mememelalalalululuiii bebebeberararapapapa ggenenenererasasasiii dadadann n teteterdrdrdapapapatatat pppenenenguguguaasasaaaa n ta

seseecacacararara AAAbsbsbseeenteee,e,e, maka taananan h pertaniaiaann tersebbututut ddapapatatat dddijijijadadadikikikananan ttanah ob

Landreform. Untuk itu tanananah tersebbbuutu  harus dilepaskan menjadi tanah y

dikuasai langsung oleh NNNegara untututuk dijadikan tanah obyek Landrefo

selanjutnya diredistribusikan kkekepadaa petani penggarap yang memenuhi ketent

Pasal 8 dan Pasal 9. Peraturan PPPemerintah Nomor  224 Tahun 1961 tent
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Kondisi tidak jelasnya domisili ahli waris tersebut tidak ada ketentuan 

penyelesaiannya dalam hukum adat, sehingga bagian harta warisan tersebut tidak 

bisa didaftar balik namanya meskipun fisik tanahnya dikuasai atau diusahakan 

orang lain  

1) Bahwa pemilikan tanah oleh subyek hak yang tidak diketahui domisilinya 

sangat menyulitkan pelaksanaan administrasi pertanahan. Hal ini disebabkan 

karena hukum adat mengakui hak kepemilikannya tetapi tidak mampu 

memberikan solusi atas permasalahan administrasi ketika hendak dilakukan 

pendaftaran tanah, oleh karena itu secara hukum pemilikan tanah ini dikenai 

ketentuan Absentee dengan pertimbangan sejak meninggalnya pewaris tanah 

dimaksud telah digarap/menjadi tanah yang bersangkutan, tetapi yang 

bersangkutan bertempat tinggal secara Absentee. 

c. Tanah Absentee baru. 

      Redistribusi tanah (redistribusi baru) di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya 

berasal dari tanah Absentee, maka perlunya dilaksanakan inventarisasi dan 

identifikasi terhadap kemungkinan-kemungkinan bahwa tanah-tanah tersebut 

berpotensi sebagai tanah Absentee, dibuat silsilah penggarapannya dengan jelas, 

para Kepala Desa dan jajarannya bersedia dan sanggup memenuhi persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka kegiatan redsitribusi tanah 

Absentee yang ada di wilayahnya. 

V. PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

    Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan perndaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah Absentee dalam 

rangka pelaksanaan Landreform di Kabupaten Bantul, pada prinsipnya telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Landreform 

tahun 2013 dan peraturan perundangan yang ditentukan, dan telah diterbitkan 135 

sertipikat HakMilik yang telah diserahkan kepada para penerima redistribusi yang 

orang lain 

1) Bahwa pemimimilililikan tanah oleh subyek hak yaangngng tidak diketahui domisili

sangatatat menyulitkan pelelelaksanaan administrasi pertannnahaa an. Hal ini disebab

kakakarena hukkkumumum aaadat mememengngngakakakuiuiui hhhakakak kkkepepepemee ilikannya tetetetapi tidak mam

memberikannn sssolololusususi atas permasalahan adddmimiminininistrasii ketika hehehendak dilaku

peeendndndafafaftatataran tanananahh,h, olleh karenan  itu secarraa huhuhukum pepepemimimilililikakk n tanaaah hh ini dike

kekeketetetentuan n n AAbAbsentee dengan pepertimbangan sejejakak mmmeninnnggggggalalalnynynya aa pewawawaris ta

didd maaakksksud telahah digarap/menenjadi tanah yyang bersrssanaa gkkkutututananan,, tetapipipi y

beeersr angkutan berrtetempm at tingggaal secara AbAbssentee.

c.c.c Tanananahh AbA sentee baru. 

      Redistribusii ttananahah (redidistriribuusii bbaaru)u) di DaDaererahah Istimewa YoYoYogyakartaaa hhhaaa

beeerasal dari tanah AAbsbsennteteee, maka a pepe lrlununya dilaksanakan innnventarrrisisisasii 

idddenentitififikakasisi tterhhaddap kkemungkinan-kemungkikinan babahwhwaa tatananahhh-taaannnah tetet rsrsrse

berpototenensisii sssebebebagagagaiaiai ttanannahahah AAAbsbsbsenee tee, dddibibibuauauattt sisisilslsililahahah pppenenenggggggararapapannya dengggananan jjje

para Kepala Desa dan jajarannyyya a bebb rsedia dan sanggup memenuhi pepepersrssyayayarat

pepepersyaratan yang telah ditentukan dalam rangka kegiatan redsdsdsiiti ririibububusisisi ta

AbAbAbsesesentntn eeeeee yyyananang g g adadada a a dididi wwwilililayayayahahahnynynya. 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

    Berdasarkan uraian tersebut diatas, maaaka penuuulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perndaftaran tanah pererertanininian hasil redistribusi tanah Absentee da

rangka pelaksanaan Landreform dididi Kabupaten Bantul, pada prinsipnya te
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berhak dan memenuhi syarat sesuai Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 

Tahun 1961. Pelaksanaan pendaftaran tanah pertanian hasil redistribusi tanah 

Absentee di Kabupaten Bantul melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu pelaksanaan 

pendaftaran tanah re-redistribusi (her-redistribusi) dan pelaksanaan pendaftaran tanah 

redistribusi baru. 

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah hasil redistribusi tanah 

Absentee , dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

a. Pada pelaksanaan pendaftaran tanah re-redistribusi (her-redistribusi) yang 

menghambat adalah tidak diketahui secara pasti jumlahnya, nama-nama penerima 

redistribusi dan letak tanah yang belum didaftarkan haknya oleh penerima 

redistribusi yang tercantum di SK redistribusi tahun 1990 dan 1992; faktor 

ketidaksesuaian subyek penerima redistribusi yang tercantum di SK dengan yang 

menggarap tanahnya saat ini, bukti pelunasan uang pemasukan/harga tanah yang 

merupakan syarat untuk mendaftarkan sertipikatnya tidak ada, tanda batas bidang 

tanah yang telah diukur hilang/tidak ada, faktor luas tanah yang diterima relatif  

kecil, rata-rata dibawah luasan kurangdari 500 m2 dan ketidaktahuan penerima 

redistribusi untuk mendaftarkan haknyake Kantor Pertanahan 

b. Pada pelaksanaan pendaftaran tanah bekas tanah Absentee (redistribusi baru), 

faktor yang menghambat adalah bahwa tanah Absentee yang diperoleh merupakan 

tanah warisan dimana pemiliknya telah meninggal dunia dan ahli waris tidak segera 

mendaftarkan tanah warisan tersebut, dan pewarisan dengan ahli waris Romusha 

dimana ahli waris sampai saat ini tidak diketahui domisilinya, tanah Absentee 

dimana pemiliknya menjadi tahanan politik (G.30.S.PKI).  

B. Saran 

1. Perlunya Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan masalah pertanahan yang 

terjadi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan  kegiatan identifikasi dan 

monitoring terhadap tanah obyek Landreform yang sudah diredistribusi dengan SK 

redistribusi tahun 1981, tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992, sehingga diketahui 

bidang-bidang tanah yang belum didaftarkan haknya. 

pendaftaran tanah re-redistribusi (h(h(hererer-rrredededisisistribusi) dan pelaksanaan pendaftaran ta

redistribusi baru. 

2. Faktor-faktor yangngg mmmenghambat pelaksanaan pendaftaran nn tatt nah hasil redistribusi ta

Absentee , dapapapat dibedakan mennnjaj didd ddduauaa mmmacacammm yaitu : 

a. Padadada pelaksanaananan penee daftaran tanah re-rereredididistststririribusi (her-reeedidd stribusi) y

mmmenghambmbmbatatat aaadalah tidadadakk k ddidikketahuui secaraa pppasasastitt  jumlahnhnhnyayaya,,, nann ma-namamama pener

rediststtririribububusisisi dannn lletak tanah yanngg belum didaftftararrkakk n hahahaknknknyyaya oleh h pener

reeedididistststririr busiii yang teercr antum di SSKK redistribusisi tahun 111990 0 dadadan n n 199222;;; fak

kekeketititidddakssseese uaian subyekek penerima reedistribusi yyang tercantummm di SSSK K K dded ngannn y

memm ngggagarap tanahnya saaat ini, bukktii pelunasasanan uang pemasukakannn/harggrga tatatanann h yyy

meruuuppakan sysyararat untuk mmenendaftaarkkan seserttiipikatnya tiidadak k ada, tanaanda bbbatatataaas bbbididid

tanaaah yang telah ddiuiukukur hilaangng/t/ iidakk aadaa, faktktoror lluuas tanah yanggg diterimaa a rererel

keccicil, rata-rata dibawahh lluau sasann kuranggdadari 5500 m2 dan ketidakttaahuan ppeneenerrr

rererediiiststriribubusisi uuntntukuk mendaftarkan haknyake Kantor Pertrtananahahanan 

b. Pada p lelakakksasasanananaananan ppenendadadaftftftarararananan tanahhh bbbekekekasasas ttananahahah AAAbsbsbsenenenttee (redistribusussii i bbba

faktor yang menghambat adalah bababahwhwhwa tanah Absentee yang diperoleh mememerururuppa

taanananah hh warisan dimana pemiliknya telah meninggal dunia dan ahli wwwarararisis tttidididakakak seg

mememendndndafafaftatata krkrkanan ttanananahahah wwwarararisiisananan tttererersesesebuuut,t,t, dddananan ppewewewara isisisananan ddenenengagag nnn ahahahlilili wwwarararisisis RRRomu

dididimamamananana aaahlhlhliii wwawaris s s sssampaiii sssaat inininiii tidak k k dddiketattahuhuhui dododomimimisisisilililinynynya,a,a, tttanannahahah Absen

dimananana pppemememiililiknya menjadi tahahaanan pooolllitik (G.30.S.PKI).  

B. Saran 

1. Perlunya Badan Pertanahan Nasiiiooonal untuukuk menyelesaikan masalah pertanahan y

terjadi dalam masyarakat. Hal innni dilalalakukan dengan  kegiatan identifikasi 

monitoring terhadap tanah obyek Laaandndndreform yang sudah diredistribusi dengan 
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2. Perlunya Sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah 

pertanian hasil redistribusi tanah yang berasal dari tanah Absentee yang tercantum 

dalam SK redistribusi lama yaitu tahun 1981, tahun 1982, tahun 1990 dan tahun 1992 

(re-redistribusi/her redistribusi), juga terhadap para penggarap tanah negara bekas 

tanah Absentee yang ada di Kabupaten Bantul. 

3. Perlunya Badan Pertanahan Nasional mengadakan koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Sidang Panitia Pertimbangan 

Landreform Kabupaten yang hasilnya berupa Berita Acara Sidang Panitia 

Pertimbangan Landreform, untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah 

obyek Landreform di Kabupaten Bantul.  

(re-redistribusi/her redistribusi), jujujugagaga ttterererhah dap para penggarap tanah negara be

tanah Absentee yang ada a dididi KKabupaten Bantul. 
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